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ABSTRAK

UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 14, menjelaskan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Seperti halnya dalam kasus Saiful Mahdi, dimana Presiden melalui pertimbangan DPR memberikan amnesti kepada Saiful. Saiful merupakan seorang akademisi yang divonis bersalah melanggar UU ITE karena menyuarakan pendapatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan amnesti di Indonesia dan implementasi perlindungan dalam menyampaikan pendapat di muka umum terhadap akademisi. Jenis penelitian adalah kepustakan, pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data primer, dan data terier.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan mengenai pemberian amnesti di Indonesia selama ini bersumber pada dua aturan hukum yaitu pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 dan pasal 1 UU Darurat NRI tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Namun, sebenarnya ketentuan mengenai amnesti dan abolisi dalam UU Darurat No 11 tahun 1954 sudah tidak lagi relevan karena norma kosntitusi yang menjadi rujukannya sudah gugur dengan pasal 14 UUD NRI 1945 setelah amandemen. Dan hukum positif di Indonesia sudah mengatur adanya kebebasan akademik yaitu pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang kemudian dilanjutkan dalam pasal 8 ayat (3).

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata kunci : Amnesti, Menyampaikan pendapat, Akademisi.

ABSTRACT

. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 14, explains that the president has the authority to grant clemency, amnesty, abolition and rehabilitation. As is the case in the case of Saiful Mahdi, where the President through the consideration of the DPR granted an amnesty to Saiful. Saiful is an academic who was found guilty of violating the ITE Law for voicing his opinion.

This study aims to find out about amnesty regulations in Indonesia and the implementation of protection in expressing opinions in public to academics. The type of research is literature, the approach used is legislation and a case approach, the data sources in this study are secondary data, primary data, and tertiary data.

The results of this study indicate that the regulation regarding the granting of amnesty in Indonesia has been based on two laws, namely Article 14 section (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 1 of the Emergency Law of the Republic of Indonesia in 1954 concerning amnesty and abolition. However, in fact the provisions regarding amnesty and abolition in the Emergency Law No. 11 of 1954 are no longer relevant because the constitutional norms that are the reference have been invalidated by Article 14 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment. And positive law in Indonesia has regulated the existence of academic freedom, namely Article 8 section (1) of Law Number 12 of 2012 concerning higher education which is then continued in Article 8 section (3).

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Amnesty, Expressing opinions, Academics.
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